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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama 		:   drh. H. SUYADI
Jabatan 	:   Kepala   Badan   Pengelolaan   Keuangan   dan   Aset    Daerah 
    Kabupaten Hulu Sungai Utara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama 		:   Drs. H. ABDUL WAHID. HK, MM, M.Si
Jabatan 	:   BUPATI HULU SUNGAI UTARA

Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Amuntai,   02 Januari 2015

                    Pihak Kedua, 				      	Pihak Pertama,



  Drs. H. ABDUL WAHID. HK, MM, M.Si			     	 drh. H. SUYADI 	        
      							     	NIP. 19610521 198903 1 006








AKUNTABILITAS KINERJA

	Tahun Anggaran 2011, Bagian Pengelolaan Aset Daerah SOTK baru dibentuk pada awal Januari 2011 dimana sebelumnya pengelolaan aset daerah ditangani oleh Bagian Umum.
Pemda Hulu Sungai Utara memandang sangat perlu penanganan aset lebih baik dan terkoordinasi maka dilakukan pemekaran Bagian. Walaupun dibentuk awal Januari 2011 tetapi tidak dibarengi dengan program dan kegiatan yang berimplikasi terhadap anggaran yang mampu menunjang pencapaian sasaran, begitu pula penetapan kinerja juga belum dilakukan.
	Dengan keterbatasan untuk operasional bukan tidak bisa berbuat, tetapi telah dilakukan beberapa langkah permulaan sebagai penunjang (dasar) guna kearah penetapan kinerja pada tahun 2012.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

	Perubahan APBD pada 2 (dua) bulan akhir TA. 2011 mendapat alokasi anggaran yang bersifat penunjang saja. Sampai akhir TA. 2011 telah dilakukan beberapa hal seperti :
1. Identifikasi masalah dalam perencanaan, penatausahaan dan penghapusan serta pemindahtanganan barang.
2. Membuat kebijakan tentang pengelolaan barang milik daerah (BMD) dengan ditetapkannya PERDA Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Melakukan Evaluasi terhadap kekurangan, kelemahan, dan kekuatan dalam rangka peningkatan pengelolaan barang.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

	Bagian Pengelolaan Aset alokasi pada APBD Perubahan sebesar Rp. 443.325.400,- dengan realisasi Rp. 153.052.555,- (34,52 %) yang digunakan sebagaimana dijelaskan diatas.
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